Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881146-881225FAX. (0334) 881146
LUMAJANG- 67316

800/ &% 14277212020 Yih.

5
Penting 2
1 ( satu ) berkas 3,
Penyampaian dan 4,
Pernberitahuan LHKPN 5
Tahun Lapor 2019
- 6.
L.
8.
9.
10
y 4 2
12.
13.

Berdasarkan Keputusan

Lumajang, 1}- Januari 2020

Kepada :

Sekretaris DPRD Kab. Lumajang ;
Inspektur Kabupaten Lumajang ;

Asisten Sekretaris Daerah Kab. Lumajang ;
Staf Ahli Bupati Lumajang

Kepala Badan/Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kab. Lumajang ;

Kepala Satuan Polisi PP Kab. Lumaijang :
Direktur RSUD dr. Haryoto Kab.
Lumajang ; -

Kepala Bagian di Lingkungan Setd
Kabupaten Lumajang :

Camat se- Kab. Lumajang ;

Sekretaris KPU Kab. Lumajang;

Direktur RSUD Pasirian Kab. Lumajang
Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah
Kab. Lumajang ;

Lurah se- Kecamatan Lumajang :
di-

LUMAJANG

Bupati Lumajang Nomor

188.45/410/427.12/2019 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Megara ( LHKPN ) disampaikan hal — hal sebagai berikut :

1. LHKPN dilaporkan secara periodik setiap tahun :

2. Untuk Periodik Tahuri Pelaporan 2019 dilaporkan ke KPK mulai tanggal 1

Januari 2020 sampai dengan batas akhir pelaporan tanggal 31 Maret
2020 melalui aplikasi elhkpn. kpk.go.id;

3. Pejabat yang waijib melaporkan LHKPN ( Wajib LHKPN ) adalah pejabat
sebagaimana Keputusan Bupati Lumajang, terlampir.



4. Bagi Wajib LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN sampai dengan batas
waktu yang ditentukan diberikan sangsi sebagaimana Keputusan Bupati
yaitu hukuman disiplin tingkat sedang.

5. Untuk surat kuasa bagi pejabat pertama kali melaporkan yang memuat
Surat Kuasa Wajib Lapor, Surat Kuasa Istri/Suami dan Surat Kuasa
Anak yang masih menjadi tanggungan, wajib disampaikan ke Komisi
Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melalui Badan Kepegawaian Daerah
Kebupaten Lumajang ;

6. Bagi Pejabat baru sebagai Wajib LHKPN harus melaporkan LHKPN nya
paling lambat 3 ( tiga ) bulan sejak pelantikan :

7. Admin LHKPN Unit Kerja dapat terlebih dahulu meregistrasikan Pejabat
Wajib LHKPN yang baru pada masing — masing unit kerja melalui
aplikasi elhkpn. kpk.go.id ;

, ~ Demikian untuk menjadikan perhatian.

Tembusan disampaikan kepada, Yth :
1. Bupati Lumajang ( Sebagai _aporan ¥
2. Wakil Bupati Lumajang ( Sebagai Laporan )



Lampiran Surat Nomor : 800/ l-S,"";’42'}',’!2;*'2020

Tanggal

: ']T Januari 2020

DAFTAR WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Pejabar eselon III dan/atau Pejabat setingkat eselon I11 pada

OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

NO NAMA JABATAN KET
I | Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang _| LHKPN dilaporkan setiap tahun berjalan |
2 | Sekretaris DPRDKabupaten Lumajang melalui aplikasi e-filling LHKPN KPK
3 | Asisten Sekretaris DacrahKabupatea Lumajang RI
4 | Staf Ahli Bupati
5 | Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang
6 | Kepala Badan/ Dinas Di Lingkungan Pemkab. Lumajang
|7 | Kepala Bagian Di Lingkungan Setda Kab. Lumajang
8 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
9 | Sekretaris KPUKabupaten Lumajang
10 | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
11 | Camat dan Lurah
12 | Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
13 | Bendahara Umum Daerah Kab. Lumajang i
14 Eokja_Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab, E%N i o1 e
umajang . / :
15 | Auditor Jenjang Ahli Mudya ke atas pada Inspektorat %‘ggl tauggal 1 januari s/d 51 Marct
16 | Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)
Madya ke atas pada Inspektorat
17 | Direktur BUMD
18




1 JAWA TIMUR
K%% TYJIb!gxﬁ BUPATI LUMAJANG

NOMOR : 188.45/410/427.12/2019
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme =~ (KKN) diperlukan komitmen di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk
melaporkan harta kekayaannya;

b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam
pencegahan korupsi diperlukan kerjasama yan
sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

LKPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta
ekayaan;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas,
maka perlu menetapkan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LKHPN) di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Keputusan
Bupati.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Pembentukan Daerah Kabupaten di
Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-
Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat 11 ~Surabaya dengan menubah Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jaws Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa J ogyakarta;

2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana K i i
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang DMNomor 31 Tahun 1999  tentang
Pemberantasan Tirndak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Menetapkan,
KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 54 Tahun
2016 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri,
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara;
11.Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban
Penyampaian dan $Sanksi atas Keterlambatan
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan
Kementerian/l.embaga dan Pemerintah Daerah;
12.Surat KEdaran Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang

© ® N o

-~ Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Daeran;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan- Susunan
Organisasi Perangkat Daerah; :
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang;
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang.

13.

14,

15.

MEMUTUSKAN :

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggera Negara (LHKPN) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumsejang wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Nagara (LEEKPN) kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;

b. Pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan

atau mengalami promosi atau mutasi; atau
c. Pensiun.

Penyampaian LHKFN selama Penyelenggara Negara menjabat,
dilakukan secara periodik setiap | (satu) tahun sekali atas
harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai
dengan 31 Desember Tahun Berjalan dan disampaikan dalam

langka waktu paling lambat tangeal 31 Maret Tahun berikutnva



melalui media yang telah ditentukan oleh KPK atau diserahkan
secara langsung ke KPK.

KEEMPAT . Nama  Jabatan Penyelenggara Negara yang _ wajib
menyampaikan LHKPN ssbagaimana dimaksud dalam Diktum
Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA . Copy bukti tanda terima penyaml;()aian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK wajib disampaikan ke
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang selaku Unit

Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang.

KEENAM Penyelenggara Negara atau Pejabat yang Wajib LHKPN yang

tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

IWegara (LHKPN) sesuai tanggal waktu yang telah ditentukan

dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

© 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga dijatuhi

. hukuman disiplin tingkat sedang.

KETUJUH Penyelenggara Negara sebelum dijatuhi hukuman disiplin

tingkat sedang sebagaimana Diktum Kcenam, sebelumnya

diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-

masing tenggat waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.
KEDELAPAN Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Lumajang Nomor : 188.45/32/427.12/2019 tentang Nama

Jabatan sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 7 November 2019

_~—BUPATI LUMAJANG

ela

H.THORIQUL HAQ, M.ML

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth.

1. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformas) di Jakarta;
2.8dr. Ketua KPK Republik Indonesia di
Jakarta;

3. 8dr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;,

4. 3dr. Inspektur Kabupaten Lumajang;

5. 8dr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lumajang;

6. Sdr. Kepala OPD dan BUMD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/410/427.12/2019

TENTANG : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

(LHKPN) DI

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH XABUPATEN LUMAJANG

NO ~ NAMA JABATAN

|
KETERANGAN \

-

1. | Bupati Lumajang

LHKPN di laporkan w
secara periodik setiap
tahun sekali dalam

2. | Wakil Bupati Lumajang

tahun berjalan melalui
media yang telah
ditentukan oleh KPK RI

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang

4. | Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang

5 Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten
* | Lumajang

06. | Staf Ahli Bupati Lumajang

T \ Inspektur Kabupaten Lumajang

“

.8 Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan
- © | Pemerintah Kabupaten Lumajang

9 Kepala Bagian di Lingkungan Setda
| Kabupaten Lumajang :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

11. | Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang

12. | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

13. | Camat dan Lurah

e

14. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran

[

15 Bendahara Umum Daerah Kabupaten
" | Lumsjang




16,

Pokja Layarnan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten. Lumajang

1.7

Auditor Ahli Jenjang Madya ke atas pada
Inspektorat

18.

Pengawas Pemerintan Urusan Pemerintah
Daerah (P2UPD ) Madya ke atas pada
Inspektorat

19.

Direktur BUMD

20,

Pejabat Eselon III dan/atau Pejabat
Setingkat Eselon III pada OPD di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang

~_~BURATH, LUMAJANG

L N H THE

RI

/3
RIQUL HAQ, M.ML




By -
AONIS] PELIBERAKTASAN KORUI
REPUBLIT INGONESIR
Nomor @ BI 055 1K 0011210112020 ®F Januari 2020
Sifat Biasa
Lampiran @ -
Hal . Penyampaian LHKPN Tahun Pelagoran 2019

¥th. Para BupatiWalikota
di Tempat

Dasar Ketentuan:

3y

2.

2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undanrg-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 tentang Koinisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor G7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian LHKPN

tahun pelaporan 2018 vang telah disampaikan instansi 8apak/ibu. Pada penyampaian LHKPN tahun
pelaporan 2019, kami mengha-apkan kerja sama Bapak/lbu untuk:

da.

Menyesuaikan regulasi internal mengenai tata cara penyainpaian LHKPN sesuai dengan Peraturan KPK
Nomor 07 Tehun 2016 khususnya bagi Instarsi yang belum meriyesuaikan regulasi;

Mengingatkan seluruh Wajib LHKPHM di lingkungan instansi yang Bapak/lbu pimpin termasuk perusahaan
daerah untuk menyampaikan Pelzporan LHKPN Periodik tahun 2019 secara tepat waktu paling lambat

tanggal 31 Maret 2020 pukul 23.59 WIB. Penyampaian LHI(PN dilakukan secara online melalui aplikasi
elhkpn.kpk.qo.id;

Mengingatkan seluruh Wajib LHKPN di lingkungan instansi yang Bapak/lbu pimpin yang belum
menyampaikan dokumen asli Lampiran 4. Surat Kuasa alas nama Penyelenggara Negara, Pasangan
dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertandatangan di atas meterai Rp.6.000) agar

mengirimkan dan melengkapi kekurangan dokumen tersebut pada tahun pelaporan saat ini maksimal 14
hari setelah submit LHKPN.

Memberikan sanksi bagi Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan regulasi yang
berlaku dan menyampatkan laporan pemberian sanksi tersebut kepada KPK.

Apabila memeriukan informasi lebih lanut, silakan menghubungi Direkloiat Pendaftaran dan

Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sdr. Andhika Widiarto pada email
andhika.widiarto@kpk.go.id atau Sdr. Denny Setivanto pada email denny.setiyanto@kpk.go.id dan email
elhkpr@kpk.go.id serta call center 196,

Atas kerja sama yzng diberikan diucapkan terima kasih.

N e S

{74 TN, Pimpinan
~~24%Ceputi Bidang Pencegahan
NCE

Tembusan: il _;__;‘;.-”

1.

s
3.
4

Yth. Pimpinan Komisi Pemoerantasan Korupsi Republik indonesia
Yth. Mentert Dalam Negeri Republik Indonesia

Yin. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
¥th. Deputi Bidang PIPM Komisi Pemberantasan Korupsi Republix \ndonesia
Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, 'akarta Selatan 12950
Telp. (021) 25578300, Faks. (021) 25578333, (021) 52892456, http//www kpk.go.id



Lampiran Surat : B/O58/LHK.00/12/01/2020
Tanggal : 08 Januari 2020

Daftar Tujuan Surat

Yih

Bupati Bangkalan
Bupati Banyuwangi
Bupati Blitar

s oW

Bupati Bojonegoro

i

Bupati Bondowoso
Bunati Gresik

'-Bupaﬁ Jember

®» N O

Bupali Jombang

9, Bupati Kediri

10. Bupati Lamongan
11. Bupati Lumajang
12. Bupati Madiun

13. Bupati Magetan
14. Bupati Malang

15. Bupati Mojokerto
16. Bupati Nganjuk
17. Bupati Ngawi

18. Bupati Pacitan

19. Bupati Pamekasan
20. Bupali Pasuruan
21, Bupati Ponorogo
22. Bupali Probolingge
23. Bupati Samparg
24, Bupati Sidoarjo
25, Bupali Situbondo
26, Bupati Sumenep
27. Bupatl Trenggalek
28. Bupati Tuban

29. Bupati Tulungagung
30. Waliketa Batu

31. Walikota Blitar

32. Walikotz Kediri

33. Walikota Madiun
34. Walikota Maiang
35. Walikota Mojokerto
36. Walikota Pasuruan
37. Walikata Proholinggo

38. Walikata Surabaya



